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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 498/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

        Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara

pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara  cerai  gugat

antara :

PENGGUGAT,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Soppeng, selanjutnya  disebut

sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat  kediaman  di  Kabupaten  Soppeng, selanjutnya  disebut

sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA
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           Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2018

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Watansoppeng  Nomor

498/Pdt.G/2018/PA  Wsp. telah  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap  Tergugat

dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  lahir  di  Soppeng  pada  tanggal 11  Mei  1997

berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi

Selatan,  Kabupaten  Soppeng NIK.  731201505970003  tertanggal  23

November 2017.

2. Bahwa,  pada  tanggal  30  Oktober 2015,  Penggugat dan  Tergugat  telah

melangsungkan  perkawinan  yang  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Marioriwawo,  Kabupaten  Soppeng,  Propinsi  Sulawesi  Selatan,

berdasarkan  Kutipan  Akta Nikah Nomor :  0327/068/X/2015 tertanggal  30

Oktober 2013, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah  tinggal bersama.

4. Bahwa pada tanggal 30 bulan oktober  tahun 2017, keadaan rumah tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  lagi karena Tergugat

meninggalkan  Penggugat  pada  saat  setelah  akad  nikah  dan  sampai

sekarang kembali lagi.

5. Bahwa, ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena

Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin Penggugat.

6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan

tergugat  kembali  harmonis,  namun  Penggugat  sudah  merasa  tidak  bisa

memperbaiki.

7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama

3 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah

tidak ada  lagi saling  menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami

isteri.
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8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan

rumah tangga dengan Tergugat,  dan tujuan perkawinan untuk membentuk

rumah  tangga  yang  Sakinah,  Mawaddah  Wa  Rahmah  sudah  tidak  dapat

tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat

dikabulkan.

Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  Penggugat  dengan  ini  memohon  kepada

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat  Terhadap Penggugat.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

SUBSIDIER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini  diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  telah

hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh

orang  lain  untuk  hadir  sebagai  wakilnya,  meskipun  menurut  relaas  panggilan

Nomor : 498/Pdt.G/2018/PA Wsp. tanggal 23 Agustus 2018 dan 30 Agustus 2018

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa

ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan

mengupayakan agar  Penggugat  mengurungkan niatnya untuk bercerai  dengan

Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun

2016  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam

persidangan,  selanjutnya  dibacakan  gugatan  Penggugat  yang  isinya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Marioriwawo, Kabupaten  Soppeng Nomor  :
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0327/068/X/2015 Tanggal  02 November 2015 bermeterai cukup, distempel pos

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi

kode P.

  Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat  karena saksi

adalah paman Penggugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup

rukun  sebagai  suami  istri  karena  sesaat  setelah  akad  nikah  Tergugat

langsung meninggalkan Penggugat.

- Bahwa tergugat  meninggalkan  Penggugat  disebabkan  Tergugat

memang  merasa  terpaksa  untuk  menikahi  Penggugat  untuk

mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  yang  telah  menghamili

Penggugat.

- Bahwa sekarang  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat

tinggal selama 3 (tiga) tahun .

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi

nafkah kepada Penggugat dan tidak saling komunikasi lagi.

- Bahwa  saksi pernah  merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat,

namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama dan Tergugat  karena

saksi adalah adik kandung Penggugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup

rukun  sebagai  suami  istri  karena  sesaat  setelah  akad  nikah  Tergugat

langsung meninggalkan Penggugat.

- Bahwa tergugat  meninggalkan  Penggugat  disebabkan  Tergugat

memang  merasa  terpaksa  untuk  menikahi  Penggugat  untuk

Hal. 4 dari 11 Put. No. 498/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  yang  telah  menghamili

Penggugat.

- Bahwa sekarang  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat

tinggal selama 3 (tiga) tahun .

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi

nafkah kepada Penggugat dan tidak saling komunikasi lagi.

-Bahwa  saksi pernah  merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat,  namun

tidak berhasil.

           Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada

pokoknya  menyatakan  tidak  mengajukan  suatu  keterangan  apapun  lagi  dan

memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

           Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk berita

acara  sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

     Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah

sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang,  bahwa pada  hari  sidang yang telah  ditetapkan  Penggugat

telah  datang  menghadap  secara  pribadi  ke  persidangan,  sedangkan  Tergugat

telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah,

oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai

PERMA No. 1 Tahun 2016.

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang

sah  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  maka  Tergugat  harus

dinyatakan tidak hadir  dan berdasarkan Pasal  150 R.Bg.  perkara ini  diperiksa

serta diputus  tanpa hadirnyaTergugat (Verstek).

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  154 Ayat  (1) R.Bg jo.

Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah
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diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang,  bahwa  sebelum Majelis  Hakim  mempertimbangkan  alasan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim

akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  gugatan  Penggugat  pada  posita

angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

dalam perkawinan yang sah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat

dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara

ini  dan  Penggugat  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  perkara  cerai  gugat

terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang

pada  pokoknya  mendalilkan  Penggugat  ingin  bercerai  dengan  Tergugat

disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak sesaat setelah akad nikah

sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya dan selama itu Tergugat

tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa

menderita. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan

mohon agar Majelis hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang,  bahwa  alasan  tersebut  telah  ternyata  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116 huruf  b Kompilasi  Hukum Islam,  sehingga dapat  diterima untuk  diperiksa

lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk

dipertimbangkan  menurut  Pasal  285  dan  309,  RBg.  Jo.  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.  (fotokopi  Buku  Kutipan  Akta

Nikah),  halmana  bukti  tersebut  telah  dileges,  diberi  meterai  cukup  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula

dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor
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13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat

diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta

Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat

yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht),  dengan bukti

tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat

telah  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah  sebagaimana  dalil  penggugat  pada

posita angka 1.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di

persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil

gugatan  Penggugat,  oleh  karenanya  Tergugat  dianggap  telah  tidak  hendak

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau

mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti

surat (P), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi

yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah

di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171

dan 175 R.Bg.  masing-masing bernama  Sanire  binti  Kandari  dan Triwulandari

binti Hamdi, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat

diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan

mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau  sesaat setelah akad nikah

Tergugat langsung meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai 3

(tiga)  tahun  lamanya  dan  selama  itu Tergugat  tidak  memberi  nafkah  kepada

Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

telah  memenuhi  batas  minimal  pembuktian  dan  keterangan  saksi-saksi  saling

bersesuaian serta  telah mendukung dalil-dalil  gugatan Penggugat  maka dapat

dipertimbangkan.
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  cerai  Penggugat

dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal

yang  terungkap  di  persidangan,  maka  majelis  hakim  menemukan  fakta-fakta

sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri.

- Bahwa  sesaat  setelah  akad  nikah  Tergugat  langsung  meninggalkan

Penggugat sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya.

- Bahwa  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  kepada  Penggugat

selama keduanya pisah tempat tinggal.
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Menimbang,  bahwa dengan fakta tersebut,  maka alasan perceraian yang

didalilkan  penggugat,  selain  telah  terbukti  juga  dipandang  beralasan  hukum

karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf  (b)

Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  bahwa  salah  satu  pihak  in  casu tergugat

meninggalkan pihak lainnya (penggugat) selama dua tahun berturut-turut tanpa

izin pihak lain dan tanpa alasan.

Menimbang,  bahwa  dalam  kondisi  rumah  tangga  penggugat  dengan

tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan

rumah  tangga  bahagia  dan  kekal  lahir  batin  (  mawaddah  warahmah  )

sebagaimana  dikehendaki  tujuan  perkawinan  (vide  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  sudah  tidak  terwujud  lagi  tujuan

perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan

Penggugat  telah  cukup  beralasan,  maka  sudah  seharusnya  apabila  gugatan

Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha

secara  maksimal  menasihati  Penggugat  agar  tetap  mempertahankan  rumah

tangganya  namun  ternyata  tidak  berhasil  karena  Penggugat  tetap  bersikeras

untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat

dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah

rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974,  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak

dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin

ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

لههه              حهقه له ظهاهلهمه فهههوه يهجهبه فهلهمه اهلهمهسهلهمهيهنه حهكهاهمه مهنه حهاهكهمه إهلهىه دهعهيه مهنه
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Artinya:  "Barang  siapa  yang  dipanggil  hakim  muslim  untuk  mnghadap

dipersidangan,  kemudian  ia  tidak  menghadap  maka  ia  termasuk

orang yang dholim dan gugurlah haknya”; 

2. Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi: 

حكيما            واسعا الله وكان سعته من كل الله يغن قا يتفهر .وان

Artinya:  “Jika  keduanya  bercerai,  maka  Allah  akan  member  kecukupan

kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha

Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan hal-hal  tersebut  di  atas maka gugatan

Penggugat telah terbukti  beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (b)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  dan  dengan  mengingat  ketentuan  Pasal  150  R.Bg.  maka  gugatan

Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang,  bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal  119

Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka

2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

shughra Tergugat terhadap Penggugat.

    Menimbang, bahwa perkara  a quo  termasuk dalam bidang perkawinan

sebagaimana dinyatakan  dalam penjelasan  Pasal  49  huruf  a  Undang-Undang

Nomor 7  Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,

maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat  dan  memperhatikan  segala  ketentuan  Hukum  syara’  dan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
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3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

    Demikian putusan ini  dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari  Rabu tanggal  5 September

2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal  24 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami

Drs.  H.  Syamsul  Bahri,  M.H.  sebagai  Ketua  Majelis,  Dra.  Hj.  Asriah dan

Drs.  Kasang,  M.H. sebagai  Hakim Anggota,  dan pada hari  itu  juga diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

oleh  Hakim Anggota  tersebut  di  atas dan  Hj.  Nadrah,  S.Ag.  sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,                 Ketua Majelis,

         ttd         ttd
Dra. Hj. Asriah                   Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

       ttd
Drs. Kasang, M.H.. Panitera Pengganti,

           ttd
Hj. Nadrah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp    30.000,00
2. Biaya ATK : Rp    50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp  375.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp      5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp      6.000,00
Jumlah : Rp  466.000,00

                                                 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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